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ABSTRACT

This study aims to provide a comprehensive analysis of the spatial mismatch
between designated protected paddy fields and the regional spatial planning
policies in Purworejo Regency. The research employs a mixed-methods approach,
combining spatial overlay analysis with qualitative interviews of key stakeholders
to identify discrepancies and understand their implications. Primary and secondary
data sources, including official spatial plans and field verification, were utilized to
ensure accuracy.

The spatial analysis reveals significant and clustered mismatches
predominantly in the Grabag and Pituruh districts, indicating areas where
protected agricultural lands are not aligned with current spatial planning
regulations. These mismatches pose serious threats to sustainable land
management, agricultural productivity, ecological balance, and local food security.
Furthermore, the study identifies potential land use conflicts, disruptions to
ecosystem services, and challenges in policy implementation as critical issues
arising from the mismatches.

To address these challenges, the study recommends enhanced inter-agency
coordination to synchronize spatial datasets and planning efforts, rigorous
updating of spatial data validated through ground truthing, and intensified
community outreach and education programs targeting land managers and local
residents. These interventions aim to strengthen policy enforcement, optimize land
utilization, and promote sustainable agricultural practices. This research
contributes valuable insights for policymakers, planners, and stakeholders seeking
to harmonize land protection with spatial development objectives in Purworejo and
similar contexts.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alih fungsi lahan sawah menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi
pertanian Indonesia dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi
penurunan pasokan beras saat ini secara langsung menurunkan produksi beras
nasional dan meningkatkan ketergantungan pada impor (Maryanti, 2022).
Pesatnya pertumbuhan kegiatan pembangunan dan bertambahnya jumlah
penduduk telah meningkatkan pemintaan akan lahan, sedangkan luas lahan
sawah tetap (Badoa et al.,2018). Pertumbuhan penduduk menyebabkan
kebutuhan pangan meningkat, namun disisi lain kebutuhan pembangunan juga
ikut meningkat. Hal tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian adalah
permasalahan urgen yang memerlukan intervensi dari pemerintah dalam
melakukan pengendaliannya melalui regulasi.

Regulasi alih fungsi lahan yang ditetapkan pemerintah harus dapat
melindungi lahan pertanian agar berfungsi dengan baik, tetap stabil, tidak
menyempit, dan terjaga kesuburannya demi ketahanan pangan (Ikhwanto,
2019). Upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (PLP2B). LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang
ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna
menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan
pangan nasional. Amanat dari peraturan tersebut, LP2B diimplementasikan
melalui penetapan oleh masing-masing pemerintah daerah yang termuat dalam
peraturan daerah mengenai rencana tata ruang.

Pengendalian alih fungsi lahan pada perkembangannya kemudian
kembali diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Peraturan ini bermaksud untuk
mempercepat penetapan lahan sawah yang dilindungi dalam rangka menjaga

ketersediaan lahan sawah. Penyusunan regulasi ini dilakukan pada



pertimbangan bahwa undang-undang LP2B yang telah diberlakukan masih

belum terasa dampaknya dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Hal tersebut

disebabkan oleh beberapa kondisi di antaranya sebagian daerah belum
menetapkan peraturan daerah mengenai LP2B, dan sebagian daerah lainnya
telah menetapkan luas LP2B tetapi data spasial belum tersedia dengan baik.

(Dewinta & Warlina,2017) Memahami hal tersebut, pemerintah pusat

berinisiatif melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui

penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor: 1589/SK-HK.02.01/X11/2021 tentang Penetapan
Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa
Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Keputusan menteri ATR/Kepala BPN ini mengacu pada peraturan
perundang-undangan sebelumnya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih
Fungsi Lahan Sawah; dan

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi
Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan
Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi
Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi
Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan
Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi

Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.



Berbagai faktor tersebut menyebabkan Kabupaten memiliki potensi
perkembangan wilayah yang cukup pesat dan akan berdampak pada alih fungsi
lahan pertanian. Dengan begitu pemerintah menetapkan kebijakan tata ruang
melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 untuk mengendalikan alih
fungsi lahan sawah. Lahan sawah yang dilindungi ditetapkan melalui peta
spasial dan tidak boleh dialih fungsikan tanpa melalui prosedur verifikasi yang
ketat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Nomor 2 Tahun 2024. dengan tujuan memperketat pengawasan dan memastikan
lahan sawah yang dilindungi tidak mudah dialih fungsikan.

Kenyataan yang sering terjadi di lapangan, LSD yang ditetapkan
memiliki  ketidaksesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah
daerah. Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana yang dijelaskan dalam
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berfungsi
sebagai dasar pedoman pemanfaatan ruang. Ketidaksesuaian antara LSD
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ini tentu akan berdampak dalam
pemanfaatan ruang seperti yang terjadi di Kabupaten Purworejo.

Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah
menjelaskan bahwa lahan sawah di Indonesia terus mengalami penyusutan yang
cukup signifikan dalam dua dekade terakhir, termasuk di Kabupaten Purworejo.
Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan penggunaan lahan ini
adalah meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk pembangunan perumahan,
terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat kota atau di sepanjang
jalur utama transportasi. Dari data produksi padi di Kabupaten Purworejo di
tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 21.348 ton (7,33%) dari tahun 2018.
Dari tahun 2018 hingga 2021 juga produksi padi cenderung menurun. Sadar
akan situasi yang semakin mengkhawatirkan terkait perubahan penggunaan
lahan khususnya lahan pertanian.

Kabupaten Purworejo terletak di Provinsi Jawa Tengah, merupakan

daerah dengan potensi pertanian yang besar, khususnya dalam produksi padi.



Sektor pertanian menjadi salah satu sektor ekonomi utama bagi masyarakat
Purworejo. Namun, seiring dengan perkembangan pembangunan dan
peningkatan kebutuhan lahan untuk perumahan serta kegiatan industri, terjadi
peningkatan konversi lahan sawah yang dilindungi menjadi lahan non-pertanian
(Dion Agasi Setiabudi, 2024).

Di beberapa daerah juga terdapat ketidaksesuaian antara Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dengan lahan sawah yang dilindungi, seperti di
Kabupaten Purworejo. Ketidaksesuaian ini menyebabkan permasalahan dalam
proses pengendalian alih fungsi lahan, sehingga menimbulkan tantangan bagi
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola lahan
sawah yang ada. Selain itu, terdapat kendala administratif dan teknis dalam
proses perubahan lahan sawah dilindungi, sehingga memerlukan solusi yang
komprehensif. Sehingga di perlukan analisa mendalam mengenai permasalahan

Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW Kabupaten Purworejo.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Sebaran Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimana Solusi Dari Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dilaksanakan Penelitian ini yaitu:
1. Mengetahui Persebaran Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purworejo?
2. Mengetahui Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purworejo?



3. Mengetahui Penyelesaiannya Dari Ketidaksesuaian Lahan Sawah
Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di  Kabupaten

Purworejo?

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Keilmuan
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan dalam
meningkatkan pemahaman terkait permasalahan penetapan lahan sawah
dilindungi dengan Rencana tata ruang. Penelitian dapat bermanfaat sebagai
referensi yang menjelaskan bagaimana kondisi ketidaksesuaian LSD
terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan, serta
persebarannya. Penelitian juga memaparkan Dampak dan Solusi
ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah di Kabupaten Purworejo.
2. Manfaat Praktis
Penelitian dapat memberikan informasi kepada pemerintah sebagai
pembuat kebijakan untuk mengetahui bagaimana kondisi ketidaksesuaian
LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang terjadi di Kabupaten
Purworejo, sebagai pembuat kebijakan dalam mengetahui kesesuaian
penetapan LSD terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku di
Kabupaten Purworejo dan untuk bahan analisis untuk melakukan evaluasi
ataupun tinjauan kembali terkait kesesuaian lahan sawah dilindungi

terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Ketidaksesuaian antara peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) menunjukkan pola pengelompokan
(clustered). Kecamatan Grabag tercatat memiliki ketidaksesuaian terbesar,
yaitu seluas 926,16 hektar, sedangkan Kecamatan Pituruh memiliki
ketidaksesuaian terkecil sebesar 47,33 hektar. Berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021, terdapat 16 jenis
peruntukan ruang. Dari sisi ketidaksesuaian, satu kecamatan menunjukkan
tingkat ketidaksesuaian tinggi, tiga kecamatan berada pada tingkat
menengah, dan dua belas kecamatan memiliki tingkat ketidaksesuaian
rendah.

Dampak Di Kecamatan Pituruh, dengan tingkat ketidaksesuaian rendah,
dampak cenderung minimal namun menimbulkan kebingungan di kalangan
petani dan pengelola lahan terkait kepastian penggunaan lahan serta
perlunya pengawasan lebih optimal. Sebaliknya, di Kecamatan Grabag yang
memiliki ketidaksesuaian tinggi, berdampak jauh lebih berat, termasuk
berkurangnya luas lahan sawah produktif akibat alih fungsi lahan. Oleh
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dapat menerbitkan 3
PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan) Sesuai, Sesuai Bersyarat dan Tidak
sesuai. Dampak Oleh dinas perkerjaan umum dan Penataan ruang dari
ketidaksesuaian lahan sawah dilindungi dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Terhambat proses perizinan .Dampak Oleh dinas Penanaman
modal dan pelayanan satu pintu Banyak proses perijinan yang terhenti
akibat adanya peta LSD, karena peta LSD tidak sesuai dengan RTRW.
Dampak Oleh dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten
Purworejo Adanya Terhambat investasi dan pembangunan di Kabupaten

Purworejo terhambat dan berkurangnya lahan pertanian.
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3. Solusi Kecamatan dengan tingkat ketidaksesuaian rendah seperti Pituruh

mengalami dampak kecil dan fokus pada pengawasan dan koordinasi,
sedangkan kecamatan dengan ketidaksesuaian tinggi seperti Grabag
menghadapi permasalahan yang lebih kompleks dan membutuhkan
penanganan lebih infensif. Solusi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Purworejo yang berikan untuk dilakukan melalui permohonan rekomendasi
pengeluaran LSD dilakukan secara pribadi oleh pemohon secara langsung
kepada Kementerian ATR/BPN khususnya Direktorat Pengendalian dan
Penertiban Tanah dan Ruang. Solusi Oleh Dinas Perkerjaan Umum Dan
Penataan Ruang yang dilakukan melalui verifikasi aktual penyelesaian LSD
dilaksakanan dengan cara pengumpulan kolektif permohonan dari
masyarakat yang terdampak LSD, selain itu juga terdapat koreksi pada
koreksi pada beberapa titik .Solusi Oleh Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Satu Pintu di buat forum di situ wadahnya untuk yang
memberikan dukungan agar lokasi yang dimohon itu Lepas dari Lahan
sawah dilindungi. Solusi oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Kabupaten Purworejo melakukan Intesifikasi lahan meningkatkan indeks
pertanaman jadinya lahan pertanian itu di tanam tanaman satu kali bisa di
bikin dua sampai tiga kali dengan caranya pompanisasi irigasi dengan

begitu bisa menutupi kurang luas lahan pertanian

B. Saran

1.

Penetapan peta LSD memiliki tujuan yang baik bagi tanah pertanian di
Indonesia, namun dalam penyusunan peta LSD baiknya memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah tiap daerah yang sudah ada karena nantinya
LSD memiliki peran untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Bagi Kementerian ATR/BPN, diperlukan suatu standar pelayanan dalam
rangka permohonan penyelesaian ketidaksesuaian LSD. Hal ini penting
dilakukan demi kepastian dari segi proses, waktu, ketentuan dari
rekomendasi pengeluaran LSD. Standar pelayanan tersebut dapat dilakukan

dengan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota
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3. Bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat berkoordinasi dalam proses
revisi tata ruang baik dengan Kementerian ATR/BPN maupun Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat segera memberikan kepastian tata

ruang bagi masyarakat.
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